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Abstrak

Stunting merupakan masalah penting bagi pemerintah yang perlu ditangani mulai dari tingkat lokal, regional,
hingga nasional. Salah satu daerah yang memiliki kecenderungan komitmen yang tinggi dalam upaya mengatasi
dan mengurangi stunting saat ini adalah Kabupaten Purbalingga. Dalam rangka memerangi dan menurunkan
angka stunting di Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana proses
implementasi kebijakan dilakukan dari sisi aturan, pihakpihak yang terlibat dalam proses implementasi
kebijakan, organisasi pelaksana kebijakan dan analisis lingkungan yang mempengaruhi proses pelaksanaan
kebijakan. Penelitian ini mencoba melihat proses implementasi kebijakan dari sisi buttom up dimana peran
masyarakat dan kelompok organisasi terlibat secara aktif dalam pelaksanaan kebijakan terkait dengan
penanggulangan stunting di Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif
dengan sumber informan, teknik triangulasi data, dan teknik analisis data. Kemampuan mencocokkan data
menggunakan teknik pengambilan sampel menjadi fokus utama penelitian ini. Hasil penelitian dilihat dari
temuan studi ini didasarkan pada skenario kebijakan yang diidealkan di mana inisiatif pencegahan stunting
Kabupaten Purbalingga mengikuti pedoman yang digariskan dalam peraturan daerah dan keputusan bupati.
Masyarakat yang menjadi sasaran program pencegahan stunting merupakan kelompok sasaran dalam kebijakan
ini. Kelompok pelaksana, khususnya kelompok pemerintah yang juga tergabung dalam organisasi terkait,
organisasi komunitas psikiatri, dan organisasi masyarakat. Aspek sosial dan ekonomi masyarakat terkait dengan
faktor lingkungan yang dialami selama pelaksanaan kebijakan pengendalian stunting. Kondisi kekurangan gizi
menjadi penyebab stunting erat kaitannya dengan keadaan sosial ekonomi mereka yang berpenghasilan rendah.
Implementasi kebijakan penanggulangan stunting di Kabupaten Purbalingga dianggap berhasil karena pola
penaggunalangannya lebih menitikberatkan pada berbagai aspek agar bisa dilaksanakan dengan baik baim dari
sisi kebijakan, pihak dan organisasi yang terlibat dan faktor lingkungan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Penanggulangan Stunting

Abstract
Stunting is an important issue for the government that needs to be addressed at the local, regional and national
levels. One area that has a tendency to be highly committed in efforts to overcome and reduce stunting at this time is
Purbalingga Regency. In order to combat and reduce stunting rates in Purbalingga Regency. This study aims to
describe how the policy implementation process is carried out in terms of rules, parties involved in the policy
implementation process, policy implementing organizations and environmental analysis that affect the policy
implementation process. This study tries to look at the policy implementation process from the bottom up where the
role of the community and organizational groups is actively involved in implementing policies related to stunting
prevention in Purbalingga Regency. This study uses a qualitative descriptive method with sources of informants, data
triangulation techniques, and data analysis techniques. The ability to match data using sampling techniques is the
main focus of this study. The research results seen from the findings of this study are based on an idealized policy
scenario in which the Purbalingga Regency stunting prevention initiative follows the guidelines outlined in the
regional regulations and the district head's decree. Communities that are the target of the stunting prevention
program are the target group in this policy. The implementing group, especially the government group which is also
part of related organizations, psychiatric community organizations, and community organizations. Social and
economic aspects of the community are related to environmental factors experienced during the implementation of
the stunting control policy. The condition of malnutrition being the cause of stunting is closely related to the socio-
economic conditions of those who have low incomes. The implementation of the stunting prevention policy in
Purbalingga Regency is considered successful because the management pattern focuses more on various aspects so
that it can be implemented properly both in terms of policy, the parties and organizations involved and
environmental factors.
Keywords: Policy Implementation, Stunting Prevention
How to Cite: Saputra, S.A.,Suryoto & Sutikno, C. (2022). Implementasi Kebijakan Penanggulangan
Stunting di Kabupaten Purbalingga: Jurnal [Imu Administrasi Publik UMA, Vol.10 (2): 162-170

*Corresponding author: ISSN 2549-9165 (Print)
E-mail: anggara@unwiku.ac.id ISSN 2580-2011 (Online



Anggara Setya Saputra., Suryoto., & Chamid Sutikno. Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting

PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan merupakan
proses dari keberlanjutan perumusan masalah
dimana masalah dirumuskan, diidentifikasi,
sampai dilaksanakan. Implementasi kebijakan
secara jelas terletak pada kekuasaan yang
hirarkis dan terletak pada para pengambil
keputusan untuk melaksanakan tujuan.
Implementasi kebijakan menjadi tahapan yang
penting, di mana proses penempatan kebijakan
diberlakukan (Imurana, et al, 2019). Keputusan
yang dilaksanakan menjadi arahan bagi
pemerintah yang kemudian dihadapkan oleh
masyarakat untuk dilaksanakan. Implemntasi
kebijakan secara umum merupakan penerapan
aturan yang dimainkan oleh para aktor yang
memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan
kebijkan tersebut. Aktor yang memiliki
pengaruh dalam implementasi adalah secara
khusus para pegawai birokrasi (Chen, 2019).
Dalam pelaksanaan implentasi kebijakan
secara nampak bahwa perilaku para pelaksana
dan budaya organisasi turut menentukan
(Lanel, Jan Erik and Wallis, Joe, 2017).
Pelaksanaan implementasi menjadi salah satu
tuntutan bagi para aparat pemerintah memiliki
jaringan seperti para pemangku kepentingan
dan kelompok lain untuk bisa bersama-sama
menjalankan Kkebijakan, sehingga kebijakan
yang dilaksanakan memiliki pengaruh yang

besar ketika diterapkan atau di
implementasikan (Francois, 2019).
Pelaksanaan kebijakan harus

memperhatikan norma idiologi, kelembagaan,
serta aktor eksternal, stakeholders, serta aparat
harus bisa berkolaborasi dan melakukan
berbagai lobi-lobi dan pendekatan untuk
memastikan pelaksanaan suatu program yang
diimplentasikan (Micheal, Ezugwu Chigozie.
2019). Pada tahap ini, parameter implementasi
kebijakan ditetapkan secara langsung terhadap
dampak faktual dari kebijakan yang diterapkan
untuk mencapai tujuan (Rahmat, 2015). Dalam
implementasi kebijakan, tahapan operasional
menjadi salah satu hal di mana, sebenarnya
kebijakan itu diterjemahkan kedalam tindakan
dengan tujuan untuk memecahkan berbagi
masalah umum (Makinde, Taiwo. 2017). Tahap
implementasi ini secara khusus menjadi salah
satu strategi dalam menjalankan suatu
kebijakan dari organisasi pemerintah untuk
mencapai suatu tujuan yang lebih efektif dari
proses sebelumnya (Sial,et.al, 2019).
Pelaksanaan kebijakan atau implementasi
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harus memiliki strategi manajemen dalam
proses pelaksanaan program, konten dan
konteks yang jelas dalam implementasi, serta
prosedur yang akan dilaksanakan untuk
menghindari kegagalan dari implementasi
kebijakan itu sendiri (Pamer and Skjolviks,
2019).

Rencana strategi dalam implementasi
kebijakan harus berupaya melihat berbagai
macam kondisi dan lingkungan yang ada dalam
masyarakat (Rezende, Flavio da Cunha, 2018).
Upaya ini sangat perlu dilakukan untuk melihat

bagaimana  kondisi  kelompok  sasaran
kebijakan bisa dianalisis secara komperhensif
untuk  menghindari  berbagai = macam

kemungkinan yang menyebabkan kebijakan
tidak terlaksana dengan baik sebagaimana
tujuan yang diharapkan (Sager and Thomann,
2019). Salah satu implementasi kebijakan yaitu
terkait, kebijakan dalam penanggulangan
stunting. Saat ini pemerintah Indonesia
berupaya dalam penanggulangan masalah
stunting dan gizi buruk yang menjadi masalah
serius dan harus ditangani secara sistematis
dan terstruktur dari mulai level nasional
sampai dengan level desa dan kelurahan.
Kondisi stunting di Indonesia saat ini tergolong
dalam angka yang cukup tinggi mencapai 24,4
persen, hal ini masih di bawah standar WHO.

Berdasarkan data yang dirilis oleh
Kementerian Kesehatan tahun 2021 angka
stunting secara nasional mengalami penurunan
sebesar 1,6 persen per tahun dari 27.7 persen
tahun 2019 menjadi 24,4 persen tahun 2021.
Hampir sebagian besar dari 34 provinsi
menunjukkan penurunan dibandingkan tahun
2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa
implementasi dari kebijakan pemerintah
mendorong percepatan penurunan stunting di
Indonesia telah memberi hasil yang cukup baik.
(Sumber: https://www.kemkes.go.id/, 2021).
Berikut tabel indeks penanganan stunting
menurut provinsi di Indonesia.

Dari data di atas, maka dapat diketahui
terkait perkembangan kondisi stunting di
Indonesia dari kurun tahun 2018 sampai tahun
2019. Beberapa wilayah mengalami
penurunan, dan beberapa wilayah mengalami
kenaikan. Salah satunya adalah Propinsi Jawa
Tengah mengalami kenaikan dari 69,38 persen
mengalami kenaikan menjadi 71,17 persen.
Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu
Kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki
komitmen tinggi dalam upaya penanggulangan
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dan mengurangi stunting. Angka stunting di
Kabupaten Purbalingga masih cukup tinggi
yaitu 15,70 persen, sehingga perlu kerja keras
semua pihak yang terlibat baik dari
pemerintah, masyarakat, praktisi dan pihak
swasta (Dikutip: https://jatengprov.go.id/,
2022).

Salah satu kabaupaten di provinsi jawa
tengah yang juga memiliki komitmen dalam
penanggulangan stunting adalah Kabupaten
Purbalingga. Kabupaten Purbalingga saat ini
juga  berupaya secara serius dalam
penanggulangan stunting, dimana angka
stunting di Kabupaten Purbalingga terbilang
cukup tinggi. Berikut merupakan lokus data
stunting di Kabupaten Purbalingga.

Tabel 2. Data stunting di Kabupaten
Purbalingga dari Tahun 2017-2021

No. Tahun Prev
1. 2017 28,40
2. 2018 26,40
3. 2019 17,80
4, 2020 16,93
5. 2021 15,70

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten
Purbalingga dari Tahun 2017-2021.

Saat ini perkembangan stunting di
Kabupaten Purbalingga dari tahun ke tahun
perkembangan  stunting di = Kabupaten
Purbalingga mengalami penurunan mulai dari
sebesar 28,40 persen dan menurun sampai
menjadi 15,70 persen. Angka yang sudah
mendekati target prevalensi dari Presiden
yaitu 14 persen. Meski demikian, angka itu
masih dinilai tinggi, sehingga tetap harus
diturunkan dengan kerja keras dari berbagai
pihak agar bisa terus berkolaborasi dalam
penurunan stunting di Kabupaten Purbalingga.
Saat ini Pemerintah Kabupaten Purbalingga
berupaya meningkatkan peran seluruh
oerganisasi perangkat daerah, kelompok
masyarakat, praktisi, lembaga pendidikan, dan
pihak swasta untuk bersama-sama
bekerjasama dan membangun sinergi dalam
upaya penanganan serta penurunan Sstunting
sebanyak 2,5 persen setiap tahun. Dengan
demikian, secara  bertahap  Kabupaten
Purbalingga dapat bebas dari masalah stunting.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan
kualitatif konstruktif yaitu memberikan uraian
dan deskripsi secara lengkap terkait dengan
implementasi  kebijakan  penanggulangan
stunting. (B.Miles et al, 2014; Creswell &

Creswell, 2018). Metode pengumpulan data
dalam penelitian ini untuk mendapatkan
informasi yang lengkap dari data primer dan
data sekunder yang Dberkaitan dengan
penanggulangan stunting (Morgan, 2019).
Adapun informan dalam penelitian ini dipilih
dengan teknik purposive sampling dimana
informan yang memiliki kapasitas dan
dianggap sebagai informan kunci yang mampu
memberikan informasi secara lengkap terkait
dengan penanggulangan stunting. (Nathan &
Scobell, 2019, Schneider, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi Kebijakan Publik
Pemahaman yang baik mengenai

kebijakan public dapat diperoleh dengan
menguraikannya menjadi beberapa bagian
sebagai tahapan-tahapan, diantaranya yaitu:
agenda setting, formulasi, legitimasi,
implementasi, evaluasi, reformulasi dan
terminasi (Laswell, 2018). Kebijakan publik
menjadi salah pembahasan yang merujuk pada
aktor seperti lembaga pemerintah, legislatif
untuk memilih dan melakukan suatu tindakan
yang tepat dalam memfasilitasi masyarakat
umum  (Anderson, 2017). Implementasi
kebijakan merupakan proses yang dinamis
yang masuk dalam struktur pemerintahan dan
sistem administrasi dengan pedoman aturan
secara legal (Cheng and Zhang, 2019). Dimana
salah satu dari rangkaian kebijakan publik,
adalah melaksanakan program-program yang
telah disepakati untuk bisa dilaksanakan.
Tahap ini disebut sebagai tahap implemntasi
kebijakan (Augustine, E Bassey, Lazarus B,
Abonor & Joy AE. 2020). Implementasi
kebijakan merupakan keberlanjutan dari
tindakan pemerintah yang bersumber dari
eksekutif, legislatif, maupun lembaga peradilan
untuk memberikan arahan dari tujuan yang
ingin dicapai (Philip, Dahida Deewua. 2019).
Subjek dari program yang akan dilaksanakan
bersifat penting, dan memiliki peran umum
yang dilaksanakan melalui aturan dan
prosedur  administrasi  terkait = dengan
pelaksanaannya (Arizzo, 2019). Implementasi
menjadi model upaya untuk menciptakan suatu
kebijakan yang diharapkan melalui pendekatan
procedural dalam organisasi (Savard, 2019).
Terdapat 5 (lima) faktor yang menjadi alasan
dari  keberhasilan suatu  implementasi
kebijakan public, diantaranya yaitu: viability,
theoretical integrity, scope, capacity, dan
unintended consequences (Schneider, 2018).
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Berdasarkan berbagai kajian literature yang
dilakukan, diketahui bahwa terdapat 6 (enam)
variable pokok vyang dianggap dapat
memberikan sumbangsih atas keberhasilan
dan kegagalan dari implementasi kebijakan.
Ke-enam variable tersebut diantaranya adalah:

a. Tujuan dan sasaran kebijakan yang rinci
dan konsisten;

b. Dukungan teoritis yang kuat dalam
merumuskan kebijakan;

c. Proses implementasi dilakukan dengan
dasar hukum yang jelas, demi terjaminnya
kepatuhan dari para pelaksana tugas
implementasi kepada para kelompok
sasaran;

d. Koomitmen dan kompetensi dari para
pelaksana kebijakan;

e. Dukungan dari para pemangku
kepentingan;

f. Kestabilan atas kondisi sosial, ekonomi dan

politik (Sabatier, 2017).

Sementara pandangan Smith (1973)
mengenai proses pelaksanaan kebijakan harus
memperhatikan empat aspek:

1. Kebijakan yang Diidealkan: Aspek
kebijakan yang diidealkan merujuk pada
upaya memperhatikan sasaran kebijakan
agar sesuai dengan tujuan kebijakan
yang diharapkan.
Organisasi Pelaksana kebijakan: Aspek
organisasi pelaksana kebijakan memiliki
tujuan agar kebijakan dikelola dengan
baik oleh para implementator, dalam hal
ini birokrasi pemerintahan.
Lingkungan Kebijakan: Aspek lingkungan
kebijakan bisa dilihat dari lingkungan
sosial, lingkungan  geografis dan
lingkungan budaya yang berpengaruh
langsung terhadap kebijakan yang
sedang dilaksanakan. Berikut Gambar
kerangka implementasi kebijakan
Sebagai suatu sarana untuk mendalami
permasalahan dalam penelitian ini, peneliti
menggunakan 3 (tiga) aspek implementasi
menurut Smith, diantaranya adalah Idealized

Policy, Implementing  Organization, dan
Environmental factors.
Kebijakan  publik menjadi salah

pembahasan yang merujuk pada aktor seperti
lembaga pemerintah, legislatif untuk memilih
dan melakukan suatu tindakan yang tepat
dalam memfasilitasi masyarakat umum
(Anderson, 2017). Implementasi kebijakan
merupakan proses yang dinamis yang masuk
dalam struktur pemerintahan dan sistem
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administrasi dengan pedoman aturan secara
legal (Cheng and Zhang, 2019). Dimana salah
satu dari rangkaian kebijakan publik, adalah
melaksanakan program-program yang telah
disepakati untuk bisa dilaksanakan. Tahap ini
disebut sebagai tahap implemntasi kebijakan
(Babatunde, Binoyo. 2019). Implementasi
kebijakan merupakan keberlanjutan dari
tindakan pemerintah yang bersumber dari
eksekutif, legislatif, maupun lembaga peradilan
untuk memberikan arahan dari tujuan yang
ingin dicapai. Subjek dari program yang akan
dilaksanakan bersifat penting, dan memiliki
peran umum yang dilaksanakan melalui aturan
dan prosedur administrasi terkait dengan
pelaksanaannya (Arizzo, 2019). Implemntasi
merupakan wupaya mencakup aspek yang
berpengaruh baik secara langsung maupun
tidak langsung dalam kebijakan publik.
(Savard, 2019)

Kebijakan Penanggulangan Stunting
Percepatan perbaikan gizi
membutuhkan aksi global di semua negara
yang memiliki masalah stunting, bukan hanya
Indonesia. Majelis Kesehatan Dunia (WHA)
2019 meluncurkan inisiatif ini. Tujuan berikut
telah  ditetapkan dalam upaya untuk
mengurangi stunting: menurunkan prevalensi
bayi berat lahir rendah; menurunkan
prevalensi stunting; menurunkan prevalensi
wasting; dan  menurunkan  prevalensi
kelebihan berat badan pada anak di bawah usia
lima tahun. Rendah (BBLR), meningkatkan
persentase ibu yang menyusui secara eksklusif.
Sebagai negara anggota PBB dengan prevalensi
stunting yang tinggi, pihaknya juga berupaya
dan berkomitmen untuk percepatan gizi
masyarakat melalui Scaling Up Nutrition (SUN).
Pembangunan pangan dan peningkatan gizi
dilakukan secara lintas sektor, meliputi
produksi, pengolahan, peredaran, dan
konsumsi pangan dengan gizi yang cukup,
seimbang, dan terjamin sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2007, yang berkaitan
dengan Pembangunan Jangka Panjang Tahun
2005-2025. Rencana Pembangunan (RP]P).
keamanan. Arah gizi menurut Undang-Undang
Kesehatan No. 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan adalah memperbaiki pola konsumsi
makanan yang sesuai dengan gizi seimbang,

perilaku sadar gizi, aktivitas fisik, dan
kesehatan, serta akses dan kualitas gizi.
pelayanan sesuai dengan kemajuan ilmu

pengetahuan dan teknologi, dan perbaikan
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sistem f. Undang-Undang Pangan Nomor 18
Tahun 2012 yang menetapkan kebijakan di
bidang pangan untuk meningkatkan status gizi
masyarakat, lahir sesuai dengan kedua undang-
undang tersebut. Setiap lima (lima) tahun,
pemerintah pusat dan pemerintah daerah
membuat rencana aksi pangan dan gizi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan
Strategis Pangan dan Gizi, yang mengatur
tentang penciptaan sumber daya manusia yang
berdaya saing tinggi dan berdaya saing dalam
pembangunan pangan dan gizi, Rencana Aksi
Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) dan
Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-
PG) harus dibuat. Selain itu, Inpres No. 1 Tahun
2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
dapat membantu memajukan pengetahuan gizi
seimbang, meningkatkan akses pangan sehat,
dan mempercepat kemajuan gizi. Melalui
Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018,
Pemerintah Daerah  Kabupaten Langkat
menerbitkan kebijakan bertajuk
Penanggulangan Stunting melalui Intervensi
Gizi Spesifik yang akan dilaksanakan oleh
bidang kesehatan dengan target 1.000 anak
HPK, dan Intervensi Gizi Sensitif yang akan
dilaksanakan oleh semua sektor kesehatan dan
akan menyasar seluruh masyarakat.

Tujuan peraturan ini adalah untuk
meningkatkan status gizi masyarakat dan
standar sumber daya manusianya. Pendekatan
yang akan digunakan salah satunya adalah
kemandirian keluarga, gerakan masyarakat
untuk hidup sehat, dan penguatan gerakan
seribu hari pertama kehidupan. Ini juga
mencakup  pendidikan, pelatihan, dan
konseling tentang kesehatan dan gizi. Sasaran
upaya perbaikan gizi adalah mempertahankan
dan meningkatkan status gizi masyarakat
melalui kegiatan yang terpadu,
berkesinambungan, dan terpadu. Kolaborasi
antara sektor kesehatan dan non-kesehatan
diperlukan untuk menekan jumlah kasus
stunting. Kerjasama ini harus berupa upaya
promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif
yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan
seluruh masyarakat. Salah satu Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang
mencakup pencapaian ketahanan pangan dan
SDG ke-2 memberantas kelaparan dan segala
bentuk kekurangan gizi pada tahun 2030
adalah stunting. Pada tahun 2025, diharapkan
dapat menurunkan angka stunting sebesar
40%. Stunting telah ditetapkan sebagai salah

satu prioritas utama pemerintah untuk
mencapai hal ini. berdasarkan Pedoman
Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan
Pendekatan Keluarga, Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016.
Idealized policy

Idealized policy merupakan pendekatan
yang berupaya membangun suatu kesamaan
dari kebijakan yang dianggap relevan dengan
permaslahan yang dihadapi. Padahal dalam
suatu organisasi, efektivitas komunikasi dari
seorang pemimpin berpengaruh langsung
terhadap kinerja pegawai atau karyawan di
bawahnya (Vadeveloo et al, 2017). Pada aspek
kebijakan yang ideal atau yang diharapkan
memiliki fungsi utama yaitu penyesuaian
kebijakan dengan tujuan dan landasan hasil
yang akan dicapai. Seperti halnya implementasi
kebijakan dalam penurunan stunting di
Kabupaten Purbalingga menjadi agenda
pemerintah untuk bisa diimplemntasikan
dengan baik. Dari hasil penelitian terkait
dengan Kkebijakan penurunan stunting di
Kabupaten Purbalingga, pemerintah sudah
memiliki beberapa kebijakan yang merujuk
pada hal tersebut diantaranya:

1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten
Purbalingga Tahun 2021-2026

2. Peraturan Daerah Purbalingga Nomor
25 Tahun 2018 tentang Keamanan
Mutu dan Gizi Pangan Kabupaten
Purbalingga Tahun 2018 - 2023.

Kebijakan yang ideal dalam
penanggulangan stunting akan memiliki
dampak sacara langsung terhadap model dan
desain kelembagaan pemerintah. Desain
kelembagaan pemerintah menjadi faktor
penentu dalam merumuskan berbagai macam
kebijakan dalam organisasi. Desain
kelembagaan ini berupaya untuk menentukan
sejauh mana keterbukaan lembaga atas
berbagai masukan dan informasi yang di
jadikan rujakan dalam penanganan masalah.
Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa
desain kelembagaan dalam proses
implementasi  kebijakan  penanggulangan
stunting di Kabupaten Purbalingga dilakukan
dengan sangat terbuka. Lembaga yang terlibat
dalam  penanggulangan  stunting  terus
melalukan komunikasi dan koordinasi lintas
stakeholders untuk bisa secara bersama-sama
mengupdate informasi dan perkembangan
stunting. Selanjutnya, dalam pengaturan
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daerah dan peraturan bupati terlihat desain
kelembagaan pemerintah membuat jalur
kordinasi dari mulai level pemerintah desa
kelurahan dan kecamatan di Kabupaten
Purbalingga secara terstruktur dengan baik.
Hal ini sangat membantu pemerintah dalam
melakukan pemetaan dan pengalian informasi
untuk mengetahui sejauhmana perkembangan
penurunan stunting baik di wilayah desa
maupun di wilayah perkotaan.

Target groups

Dalam studi implementasi Kkebijakan
publik tentunya tidak bisa dilepaskan dari
aspek target group (kelompok sasaran) hal ini
akan  mendorong upaya  keberhasilan
kebijakan. Kelompok sasaran adalah mereka
yang menjadi subjek kebijakan yang kemudian
mendapatkan manfaat dari kebijakan yang
dilaksanakan baik jangka pendek, jangka
menengah dan jangka panjang. Penelitian ini
menyatakan bahwa kompetensi merupakan
salah satu faktor penentu dari keberhasilan
atas suatu implementasi kebijakan.
Kompetensi sendiri dimaknai sebagai suatu
kemampuan yang dimiliki oleh seseorang
dalam menyelesaikan suatu tugasnya dengan
benar dan memiliki kelebihan yang didasarkan
atas berbagai hal yang berkaitan dengan
pengetahuan, keahlian dan sikap (Emron et al,
2019). Dalam kontek implementasi kelompok
sasaran bukan hanya sekedar subjek tetapi
menjadi pihak  yang  juga mampu
mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Hasil
penelitian terdahulu yang dilakukan oleh
Satriadi (2018) menyatakan bahwa salah suatu
unsur core value dalam implementasi
kebijakan terkait dengan pemahaman kondisi
kelompok sasaran menjadi syarat dan
ketentuan yang harus dijalankan, pernyataan
tersebut bermakna bahwa kolompok sasaran

semakin tinggi dalam ikut serta dalam
partisipasi secara aktif dalam proses
implementasi  kebijakan.  Seperti halnya

didukung penelitian Kusumaningsih dkk
(2022) yang menyatakan bahwa kemitraan
entitas pemerintah desa, organisasi desa, dan
keterlibatan masyarakat merupakan kelompok
sasaran yang memungkinkan bagi masyarakat
yang terkena dampak.

Dalam proses implementasi kebijakan
penurunan stunting tentunya tidak bisa lepas
dari pengaturan kelompok sasaran dan
stakeholders  yang  terlibat baik dari
kelembagaan pemerintah maupun masyarakat
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dan pihak swasta. Pihak-pihak tersebut
tentunya memiliki tujuan dan kepentingan
yang hendak dicapai. Pihak-pihak yang terlibat
dalam hal ini, tidak bisa dilepaskan dari proses
pelaksanaan kebijakan yang akan dilakukan.
Kelompok sasaran dalam kebijakan
penanggulangan stunting adalah mereka yang
masuk dalam data pembinaa kesehatan
(kelompok masyarakat gangguan terhadap
pertumbuhan anak) dan kelompok keluarga
yang memiliki balita dengan kondisi gizi buruk.
Dari hasil penelitian ini juga pemerintah dan
berbagai pihak yang terlibat secara terstruktur
mengembangkan program tanggap stunting
dari mulai dari tingkat kabupaten sampai
dengan tingkat desa dan kelurahan. Selain itu
hampir sebagaian besar masyarakat yang
menjadi kelompok sasaran dalam
penanggulangan stunting adalah masyarakat
yang berda dalam kondisi kemiskinan dengan
penghasilan rendah.

Dengan adanya kebijakan
penanggulangan stunting di  Kabupaten
Purbalingga ini  pemerintah  berupaya

menjalankan program-program kegiatan yang
bukan hanya pada aspek kesehatan saja
melainkann  juga upaya pengentasan
kemiskinan secara bertahap. Dari hasil
penelitian ditemukan bahwa kondisi awal
permaslahan stunting dipicu oleh kondisi
kekurangan gizi oleh anak atau balita yang
menyebabkan gangguan pada pertumbuhan
badan. Kondisi kekurangan gizi ini juga tidak
lepasa dari faktor kondisi sosial ekonomi
masyarakat. Sehingga langkah pertama
pemerintah adalah memetakan penyebab
stunting  secara  komperhensif = dengan
mengumpulkan data masyarakat melalui
kelompok posyadu dan praktisi kesehatan.
Artinya, penyebab stunting ini harus di
selesaikan dari dua aspek masalah pangan dan
masalah kemiskinan.

Implementing organization

Model organisasi yang melaksanakan
kebijakan harus mampu mengembangkan
pendekatan yang relevan dan bisa dipahami
oleh setiap kelompok sasaran, hal ini bertujuan
agar tingkat keberhasilan kebijakan mampu
dilaksnakan dengan baik oleh seluruh pihak
baik pelaksana maupun penerima program.
Dalam konteks implementasi kebijakan peran
organisasi pelaksana sangat penting yang mana
harus mampu menerjemahkan kebijakan
secara detail dan mengeksplorasi berbagai



PUBLIKAUMA: Jurnal IImu Administrasi Publik UMA, 10 (2) (2022): 162-170

macam alternative untuk mencapai
kepentingan publik. Penelitian Mamuri dkk
(2022) menyatakan bahwa Strategi
implementasi kebijakan dan manajemen
organisasi menjadi landasan kesimpulan studi
ini. Menimbang penyelenggaraan BUMDes baik
dari sisi kebijakan, target khalayak, dan kondisi
lingkungan, serta pelaksanaan Kkebijakan.
Dalam perspektif kebijakan, bahwa pihak atau
yang juga bisa disebut dengan aktor berasal
dari berbagai lembaga yang tercangkup dalam
supra struktur politik dan infrastruktur politik.
Hal ini, tentunya tidak bisa dilepaskan dari
masalah kebijakan. Interaksi kekuasaan dalam
arah kebijakan menunjukkan arah kemana
suatu keputusan akan dibuat. Hal ini
menunjukkan  bahwa  kebijakan  yang
berwibawa merupakan hasil dari serangkaian
keputusan sistematis yang dibuat oleh aktor-
aktor yang berkuasa atau berpengaruh untuk
mencapai tujuan tertentu. Keterkaitan antara
kedua makna tersebut dengan demikian dapat
dipahami berasal dari gagasan kekuasaan dan
kebijakan, yang merupakan hasil interaksi
kekuasaan antara pemangku kepentingan.

Dari hasil penelitian, mengenai pihak-
pihak yang terlibat dalam proses implementasi
kebijakan stunting di Kabupaten Purbalingga
tentunya tidak bisa terlepas dari berbagai
pihak yang terlibat. Hal penelitian tersebut
selaras dengan penelitian terdahulu yang
dilakukan oleh (Robbins dan Judge,2017),
bahwa keterlibatan kerja dimaknai sebagai
suatu kondisi dimana tingkat seseorang
menyatukan dirinya ke dalam suatu pekerjaan
dan secara aktif turut berkontribusi dalam
program percepatan penangulangan stunting di
Kabupaten Purbalingga.

Environmental factors

Aspek lingkungan menjadi faktor dan
penentu kebijakan yang akan dilaksanakan hal
ini, dikarenakan organisasi  pelaksana
kebijakan tidak bisa menjalankan kebijakan
tanpa dukungan penuh dari lingkungan yang
ada untuk mencapai keberhasilan kebijakan.
Lingkungan dalam perspektif kebijakan
menjadi salah satu upaya yang harus
dikembangkan dengan pendekatan budaya dan
sosial masyarakat agar kebijakan yang
dilaksanakan tidak bertentangan dan tetap
memperhatikan kondisi masyarakat secara
menyeluruh. Hal tersebut dikarenakan dalam
implementasi  kebijakan = penanggulangan
stunting tidak lepas dari faktor lingkungan

sosial dan lingkungan ekonomi. Saat ini di
Kabupaten Purbalingga fokus pemerintah
dalam penanggulangan stunting bukan hanya
pada kebijakan secara kesehatan, tetapi juga
memberikan edukasi dan pemahaman bagi
masyarakat, khususnya masyarakat kalangan
ekonomi menengah kebawah. Foktor ekonomi
dan kemiskinan menjadi salah satu faktor
masyarakat dengan pengahasilan rendah tidak
mampu  sepenuhnya dalam  mencukupi
kebutuhan hudup, termasuk dalam kecukupan
makanan yang bergizi.

Lingkungan sosial masyarakat dengan
tingkat pendidikan rendah juga menjadi faktor
dimana kondisi stunting yang ada tidak
ditanggapi secara serius. Saat ini pemerintah
berupaya mengembangkan model
penanggulangan stunting di  Kabupaten
Purbalingga selain dengan pemberian bantuan
pangan sehat bagi masyarakat miskin juga
berupaya mengembangkan pemberdayaan
ekonomi agar masyarakat secara bertahap
berdaya dan bisa mencukupi kebutuhan hidup
sesuai standar kelayakan. Artinya, dari hasil
penelitian ini dapat diketahui terkait dengan
keberhasilan implementasi kebijakan
penanggulangan stunting juga ditentukan oleh
faktor lingkungan yang juga harus mendukung.
Selain itu, pemerintah Kabupaten Purbalingga
juga dalam penanggulangan stunting dilakukan
secara komperhensif, bukan hanya pada
pemberian bantuan pangan bergizi bagi anak
tetapi juga mulai memberdayakan ekonomi
keluarga berpengahsilan rendah. Dengan
demikian, diharapkan implementasi kebijakan
penaggulangan stunting ini menjadi acaun dan
role model yang diharapkan oleh pemerintah
dan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan
penelitian Saputra dan Suryoto (2022) yang
menyatakan bahwa program pencegahan
stunting dipengaruhi oleh faktor lingkungan
yang terkait dengan aspek sosial dan ekonomi
masyarakat.

KESIMPULAN
Dalam  pelaksanaan  implementasi
kebijakan = penanggulangan  stunting  di

Kabupaten Purbalingga dapat diketahui dari
sisi aspek kebijakan sadah ada dan sudah
dilaksanbakan dengan baik, sedangkan dari sisi
pihak yang terlibat pemerintah daerah
mencoba melibatkan dan mengkolaborasikan
dengan berbagai organisasi perangkat daerah
terkait untuk bisa  bersinergi dalam
penanggulangan stunting di  Kabupaten



Anggara Setya Saputra., Suryoto., & Chamid Sutikno. Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting

Purbalingga. Selain dari organisasi perangkat
daerah, pihak yang terlibat dalam
implementasi  kebijakan  penanggulangan
stinting juga terdiri dari organisasi masyarakat
kelompok posyandu di  masing-masing
kelurahan dan desa yang sudah terintegrasi
dan terkoneksi dengan dinas kesehatan. Faktor
lingkungan yang mempengaruhi pelaksaaan
kebijakan juga tidak lepas dari kondisi sosial
dan ekonomi masyarakat. Kondisi sosial
ekonomi yang lemah termasuk masalah
kemiskinan menjadi faktor yang
mempengaruhi peningkatan angka stunting.
Impelementasi  kebijakan  penanggulangan
stunting di Kabupaten Purbalingga juga
mencoba mengkolaboarsikan program
kesehatan dan program pemberdayaan
ekonomi masyarakat sebagai upaya untuk
menurunkan stunting yang ada di Kabupaten
Purbalingga.
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